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ABSTRAK 

 
Farida Maysaroh, NIM 17104153084, Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota 

Kediri Berdasarkan Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2015 Dan Hukum 

Islam, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, 

IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., 

M.H.I 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya PKL di Kota Kediri yang 

berdagang di ruas-ruas jalan yang strategis dan menimbulkan kemacetan, 

sehingga pemerintah kota Kediri memunculkan adanya Perwali Nomor 37 Tahun 

2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. 

 Fokus dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi Perwali 

Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri?. 2. 

Bagaimana Hukum Islam Tentang Implementasi Perwali Nomor 37 Tahun 2015 

Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima?. Adapun yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 1. Menganalisis Implementasi Perwali Nomor 37 Tahun 

2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri. 2. Menganalisis 

Hukum Islam Tentang Implementasi Perwali Nomor 37 Tahun 2015 Tentang 

Penataan Pedagang Kaki Lima. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam, obsevasi dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan 

Guberman yang terdiri dari tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi/kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penataan pedagang kaki lima sangat 

penting apalagi pada wilayah kota Kediri, sering terjadinya kemacetan jalan raya, 

kerusakan fasilitas umum, bahkan kebersihan yang ditimbulkan dari aktivitas 

PKL. 2) Perwali No 37 Tahun 2015 tentang 1. Implementasi perwali No 37 Tahun 

2015 tentang penataan pedagang kaki lima di kota Kediri tidak efektif karena 

pelaksanaan dari pihak Satpol PP kurang tegas, kurang konsisten serta komunikasi 

antara pemerintah kota Kediri dengan Satpol PP kurang intens. 2. Implementasi 

penataan pedagang kaki lima di kota Kediri tidak sesuai dengn hukum islam 

karena tidak efektif dan tidak mewujudkan kemaslahatan umum sebagaimana 

yang diinginkan hukum islam. 
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This research was motivated by street vendors in the City of Kediri, which 

caused unrest in some examples for street activities that researchers felt were not 

conducive, such as Jalan Hayam Wuruk and Jalan Hos Cokroaminoto, which 

needed to be investigated regarding the implementation of regulations made by 

the Mayor whether it was a problem for the community or even worse. Against 

the background of the East Java Regional Regulation No. 7 of 2014 concerning 

the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, Mr. Abdullah Abu Bakar 

as Mayor of the city of Kediri has issued Mayor Regulation No. 37 of 2015 which 

became the basis for researchers to examine street vendors' problems in the city of 

Kediri. 

The focus in this study are: 1. How to Arrange Street Vendors in the City 

of Kediri. 2. How to Arrange Street Vendors in the City of Kediri Based on 

Regulation Number 37 of 2015 concerning Street Vendors. 3. How is the 

arrangement of street vendors in the city of Kediri based on Islamic law. The 

objectives in this study are: 1. Describe the Arrangement of Street Vendors in the 

City of Kediri. 2. Analyzing the Arrangement of Street Vendors in the City of 

Kediri Based on Regulation Number 37 of 2015 concerning Street Vendors. 3. 

Analyzing the Arrangement of Street Vendors in the City of Kediri Based on 

Islamic Law. 

The research method used by researchers is a qualitative method with 

descriptive research types. Data collection techniques used in this study were in-

depth interviews, observation and documentation. While the data analysis 

technique uses interactive analysis of Miles and Guberman which consists of 

three components, namely data reduction, data presentation and verification / 

conclusion. 

The results of the study show: 1) The arrangement of street vendors is very 

important especially in urban areas, frequent road congestion, damage to public 

facilities, and even cleanliness caused by street vendors activities. 2) Regulations 

No. 37 of 2015 concerning the Arrangement of Street Vendors in the City of 

Kediri are good but there are street vendors who violate the rules including 

regulations in the prohibition of transactions and operating hours of trading. The 
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Disperindag party has carried out socialization, cooperation with the Civil service 

police Unit (Satpol PP) as the control. 3) Arrangement of street vendors in the 

City of Kediri based on Islamic law explains that as long as each of their rights is 

fulfilled, it is legitimate or not a problem, but we as human beings also need to 

pay attention to the beauty of the city which includes environmental cleanliness 

and not destroying the city facilities contained in QS : Al-A'raf  Verse: 56 and also 

narrated by Bukhari Muslim regarding obedience to other leaders and hadiths. 
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